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WALIKOTA SABANG
PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR t7 TAHUN 2At2
TENTANG

STANDARISASI PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA ANEUK I"AOT'KOTA SABANC

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Liot Kota
!?E,,g, dipandang perlu memberikan penghasiUn f,epaJa
Direksi Perusahaan Daerah Air Minuri, riit" Aneuk Laot
Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1), ayat (2)
lan ayat (4) Peraturran Menteri Dalam Negeri'rvo*o.'i
Tahun 2oo7 tentang organ dan Kepegawaian perusahaan
Daerah e {i""1, perlu pengahrra, tentang standarisasi
penghasilan Direksi perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Aneuk Laot Kota Sabang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hunrf b, perru *"nit"pk"r, peraturan
walikota sabang tentang standarisasi penghasilan Direksi
Perusatraan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota
Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang -- Nomor lo Tahun 196s tentang
Pembenhrkan Kotapraja sabang dengan Mengubafr
undang-undang Nomor T Drt -Tahun l9s6 t."rrt^rrg
P_ember.rhrkan Daerah otonom di propinsi sumatera Utara(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l96s Nomor
53, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
27581;

2. undang-undang Nomor 5 Tatrun 1962 tentang perusahaan
Paerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1962 ,
Nomor 10, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia i
Nomor 23871;

3. undang-undang Nomor 8 Tahun lgz4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Iembaran Negara Republik InJonesia ,iahu'
1974 , Nomor 55, Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor--30al) sebagaimana telah d-iubah d;;g;
undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubaian

"9r -u4ang-undang Nomor g ratrun Lgz4 ten-tang pokok-
!"l.ok Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Iidonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan tembaran l.iegara
Republik Indonesia Nomor gggO);

4. Undang-



,

Menetapkan :

4' Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Irembaran--- Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 Nomor 12s, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 1.rqm6rJ;: glf .Ju"saimana telahdiubah beberapa kari, terakhir d";;;;-undang-UndangNomor 12 Tahun 2oog tentang peribatran Kedua atasundang-undang Nomor g2 - rahun 
- 

2004 tentangPemerintahan Dae_rah 0embaran--- Negara Republik t

Negara Republik Indonesia Nomor +b++l;----"
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahT 19"h (*mbaran Negara iepublik IndonesiaTahun 2006 N9*9-. 42, tamUatan 

-rcLU".^r, 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4683);

6. Keputusan Bersama Menteri Daram Negeri dan MenteriPekerjaan umum Nomor 4 .d; 2u iip?dz rcg4 tentangPembinaan perusahaan Daerah;

7' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2oo1
l:"Bs organisasi dan Kepegiwaian perusahaan DaerahAir Minum;

8. Peraturan Daerah 
^Kotamadya D?:T"t, Tingkat II SabangNomor s rahun 1996 tgntani pendirian peruknaan DaerahAir Minum Kotamadya Daerai Tingkat ll S"U".,g;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA SABAi{G TENTANG STANDARISASIPENGHASILAN DIREKSI PERUSAHEETV OAENEH AIR MINUMTIRTA ANEUK LAOT KOTA SAEEI.IC.

KErE,oi,f^i,MUM

pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:
1' la9rah yang seranjutnya disebut Kota adarah KoraSabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota Sabang.4. Perusahaan Daaerah Air Minum yang selanjutnyadisingkat ,DAM adalah perusaha* ri".."r, Air MinumTirta Aneuk Laot Kota Sabang.
5. Direksi adalah Direktur PDAM.
6' sta1r9* - penghasilan adarah jumlah penghas,anmaksimal yang dapat diberikan tepaaa oiietsi PDAM.
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BAB II



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

standar penghasilan Direksi pDAM dimaksud dalam rangkameningkat}an kelancaran tugas pada PDAM, yangdisediakan dalam 4lgg"."r, PDAM sesuai dengankema,mpuan keuangan nJrusahaan Daerah Air Minum TirtaAneuk la.ot Kota Sabang

Pasal 3

Standar penghasilan kepada Direksi PDAM dimaksud
3. meningkatkan kelancaran tugas pada pDAIvl;b. meningkatkan - kemampuan lembaga 

- 
pbnrur

perencanaanl dan
c. pengendalian dan pelayanan kepada masyarakat.

untuk;

dalam

c

sTANDAR PENGIiAfI#IN DIREKSI PDAM

Pasal 4

(1) Penghasilan Direksi ,DAM ditetapkan sebesarRp7'900.000,00 (tujuh juta sembilan ."tr" .iu, *pi"irlsetiap bulan termasuk z,akatdan pajak. 
-- --

(2) Penghasilan Direksi pDAM,.,sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:
a. gaji

b. tunjangan:

1. tunjanganjabatan
2. tunjangan istri dan anak

. 3.'. tunjangan pangan

4. tunjangan kemahalan

Pasal 6

Rp5.0OO.00O,O0

Rp1.5OO.0OO,OO

Rp5O0.00O,O0

Rp4OO.OOO,OO

RpS00.000,00

(3) Direksi melaporkan secara tertulis kepada walikota ataspelaksanaan peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

I'I-h4 yang belum diatur daram peraturan warikota iniakan diatur lebih ranjut dengan Keputusan wJitota.

ay



Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka peraturan
walikota sabang Nomor rg rahun 2oog'tenLng standarhonorarium Direktur dan Kepara Bagian-p"J, p"rusahaan
Daeratr Air Minum Tirta Aneuk taoi Kota sabang dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Perahrran walikota ini murai berlaku pada tanggal 1 Mei2012.

Agar -setiap orang mengetahui, memerintahkanpengundangan peraturan Watikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada

to*

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETARIS

3luuli

DA OTA SABANG,I

C
AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2OL2 NOMOR I?

3lJuli 2OL2


